I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan
tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam
kempleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang
ekonomi, sosial dan politik. Sengketa hak atas tanah banyak terjadi di barbagai
tempat hampir di seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok desa maupun di
perkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasanya. Sementara itu jumlah
populasi penduduk setiap waktu selalu bertambah seperti deret ukur. Persoalan
sengketa hak atas tanah tidak akan pernah berakhir, bahkan akan terus mengalami

peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk itu sendiri.

Berbagai ragam sengketa hak atas tanah, akan terus mengalami perkembangan
dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa
status tanah maupun bentuk-bentuk sengketa yang lainnya. Sengketa tersebut akan
melibatkan banyak kesatuan masyarakat, antara lain sengketa antar kesatuan
masyarakat hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan
institusi lain non pemerintah atau antar masyarakat itu sendiri yang akan terus
mengalami peningkatan, sehingga terhadap berbagai sengketa tersebut harus

ditemukan format penyelesaiannya.



Menurut Achmad Sodiki (dalam Sholih Mu’adi, 2010: 5-6), sejarah

perkembangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sedikitnya telah

mengalami lima kali periode goncangan kepemilikan tanah yaitu :

1.

Pada periode penjajah Belanda meninggalkan Indonesia dan Jepang menjadi
penjajah baru, dalam masa ini penataan kepemilikan hak atas tanah mengalami
fase awal penataan karena aturan-aturan dan penguasaan tanah masih atas
nama penjajah Belanda sementara Indonesia dikuasai penjajah Jepang. Pada
masa ini sebagian besar tanah bekas perkebunan Belanda dikuasai Jepang dan
belum dilakukan penataan secara teratur, karena hanya dalam kurun waktu 3,5
tahun Jepang sudah meninggalkan Indonesia;

Pada periode kemerdekaan, pada masa ini penataan eks perkebunan Belanda
banyak dikuasai oleh darurat meliter yang bekerja sama dengan penduduk
setempat untuk menggarap lahan bekas perkebunan Belanda tersebut,
sehingga belum ada penataan secara pasti tentang kepemilikan hak atas tanah;
Pada periode diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960:
pada masa ini penataan kepemilikan hak atas tanah mulai dilakukan dengan
dasar-dasar hukum yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia, termasuk di dalamnya adalah tanah-tanah yang menjadi obyek land
reform tahun 1964 melalui SK/49/KA/64 tentang redistribusi tanah
perkebunan untuk kepentingan penduduk dan desa yang ada di sekitar
perkebunan. Belum tuntas mengenai penataan tanah sudah muncul gejolak
tahun 1965 berupa peristiwa G/30.S/PKI yang menyisakan persoalan tentang

penataan tanah tersebut;



4. Pada periode perubahan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru, dalam
masa ini persoalan tanah bermunculan karena kepemilikan tanah secara legal
dilakukan dengan cara paksa oleh mereka yang berkuasa secara politik pada
waktu itu terhadap mereka yang dianggap terlibat G/30.S/PKI, sehingga
penataan tanah pada masa Orde Baru tersebut tidak bisa memenuhi rasa
keadilan bagi masyarakat pada masa itu. Meskipun demikian masyarakat tidak
mengalami gejolak karena ditekan oleh pihak aparat keamanan dengan dasar
stabilitas nasional;

5. Masa reformasi, pergantian dari rezim Orde Baru ke reformasi menyisakan
problem pertanahan yang mengakibatkan tuntuatan warga yang merasa
dirampas haknya pada masa Orde Baru muncul ke permukaan, sehingga
hampir mencapai 50% lebih tanah perkebunan di wilayah Indonesia
umumunya mengalami sengketa dengan landasan menuntut dikembalikannya

hak mereka yang pernah dirampas oleh rezim Orde Baru ketika itu.

Pada masa pemerintahan Orde Baru gejolak masyarakat menuntut kepemilikan
hak atas tanah tidak nampak ke permukaan, karena rakyat mendapat tekanan dari
sebuah pemerintahan rezim otoriter. Pada kondisi demikian, masyarakat tidak
berani menuntut hak-hak yang dimilikinya, karena pemerintahan waktu itu
berdalih * tanah harus dikuasai negara untuk kepentingan umum dan kepentingan
negara” schingga tidak memberikan sedikit ruang pun bagi masyarakat untuk
menggarap tanah. alasan ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 “(Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat)”.



Bersamaan dengan jatuhnya rezim refresif Orde Baru, masyarakat mulai sadar
akan hak-haknya yang telah lama hilang. Kekecewaan terhadap hilangnya hak
mereka tersebut terakumulasi menjadi sebuah tuntutan yang timbul pada saat
sekarang dan berakibat pada munculnya gejolak dan sengketa di berbagai wilayah
di Indonesia. Sengketa hak atas tanah adalah perebutan hak bukan perebutan
tanah, sehingga yang diperebutkan adalah status hak yang melekat pada obyek
yang disebut tanah. Hak yang melekat pada tanah bisa saja berupa hak milik, hak

guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya (Sholih Mu’adi, 2010: 8)

Sengketa hak atas tanah perkebunan adalah bagian dari sengketa hak atas tanah
secara umum, yang melibatkan berbagai masyarakat dengan berbagai persoalan
yang melatarbelakangi timbulnya sengketa tersebut. Setiap sengketa tanah
perkebunan memerlukan cara penyelesaian, baik dengan cara litigasi maupun non
litigasi. Penyelesaian dengan cara non litigasi adalah penyelesaian yang
mempunyai spesifikasi, yakni penyelesaian untuk mendapat kepastian hukum
dengan cara murah, efisien, jauh lebih cepat dan menguntungkan kedua belah
pihak. Penyelesaian non litigasi dapat dilakukan langsung oleh kedua belah pihak
atau memalui bantuan pihak ketiga, tapi bukan lembaga peradilan. (Sholih

Mu’adi, 2010: 8).

Sebagian besar persoalan yang muncul berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan
(khususnya tanah perkebunan) di seluruh Indonesia disebabkan adanya
kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara penguasa perkebunan dengan

masyarakat yang bermukim di sekitarnya dan disertai adanya intervensi negara



yang masih dominan didukung pula dengan perlakukan yang refresif dari militer

“demi dan atas nama” stabilitas nasional. (Sholih Mu’adi, 2010: 9)

Ketika memasuki masa reformasi bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde
Baru, muncul perubahan sosial yakni perubahan dari masyarakat yang sederhana
dan bersifat serba kolektif berkembang menjadi masyarakat yang modern dan
kompleks dengan pembagian kerja yang luas serta berkembang jadi masyarakat
yang individualistik yang diiringi dengan euphoria di berbagai bidang. Pada saat
yang sama perilaku masyarakat juga mengalami perubahan diikuti dengan
tumbuhnya kesadaran akan tuntutan kepemilikan hak atas tanah yang sebelumnya
selalu gagal karena mendapat tekanan dari rezim Orde Baru yang waktu itu

sedang berkuasa. (Sholih Mu’adi, 2010 :9)

Berkaitan dengan perubahan sosial tersebut, bidang hukum juga mengalami
perubahan dalam aplikasinya. Hal ini terlihat dalam persoalan tanah di berbagai
daerah menunjukkan peningkatan sengketa yang semakin tidak bisa dihindarkan
karena mengiringi perubahan sosial yang muncul secara bersamaan di berbagai
daerah. Antara perubahan sosial dan perubahan hukum khususnya hukum tentang
kepemilikan hak atas tanah menjadi masalah mendasar yang harus segera

mendapatkan solusi.

Munculnya kembali sengketa tanah perkebunan pada tahun-tahun terakhir ini
adalah kelanjutan dari masa transisi yang terus-menerus dari persoalan tanah
perkebunan yang tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya. Gejolak masyarakat
menuntut tanah mulai nampak dengan longgarnya tekanan terhadap masyarakat

secara keseluruhan. Keberanian masyarakat menuntut hak atas tanah perkebunan



muncul bersamaan dengan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru dan meluasnya
jaringan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di
bidang penguatan masyarakat basis, khususnya kaum petani dan buruh tani yang

bermukim di wilayah sekitar perkebunan.(Sholih Mua’di, 2010 :10)

Perubahan perilaku masyarakat nampak mengemuka pada beberapa tahun terakhir
ini, sehingga gerakan kaum tani dan buruh tani seolah terjadi secara spontan
hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan format dan bentuk yang hampir sama
(Sholih Mu’adi, 2010: 10). Hal ini bisa diasumsikan munculnya sebuah jaringan
yang mulai menguat terhadap kaum tani dan buruh tani yang selama pemerintahan

Orde Baru banyak dipinggirkan dan mendapat tekanan.

Kondisi sebagaimana gambaran di atas sebenarnya merupakan sebuah problem
yang sudah lama ada, akan tetapi baru pada saat sekarang nampak mengemuka.
Faktor kebebasan dan eufhoria yang berlebihan dari perubahan rezim yang
awalnya otoriter ke rezim yang lebih bebas (reformasi) membuat masyarakat
seakan terbebas dari belenggu. Masyarakat mulai berani berpendapat dan
mengklaim hak-hak mereka kepada semua pihak termasuk pemerintah, terutama

hak-hak kepemilikan/penguasaan tanah.

Sengketa tanah antara PTPN VII (Persero) dengan masyarakat 7 (tujuh) desa di
Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo adalah salah satu sengketa tanah perkebunan
antara masyarakat di satu pihak dengan pemerintah (PTPN VII) di pihak lain.
Menurut pihak PTPN VII (Persero), mereka memperoleh lahan areal Afdeling
Kalianda Unit Usaha Bergen seluas 820,47 Ha di Kecamatan Kalianda dan

Sidomulyo melalui pola ganti rugi lahan pada tahun 1972. Proses ganti rugi



dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku melalui Tim
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pada perkembangannya diterbitkan Hak
Guna Usaha (HGU) oleh BPN untuk PTPN VII (Persero) dengan sertifikat Nomor

4/HGU/BPN/1999 tanggal 12 Januari 1999.

Pada era reformasi, timbul tuntutan kepada PTPN VII (Persero) dari kelompok
masyarakat Desa Sukamarga, Bulok, Merak Belantung, Munjuk Sampurna dan
Desa Suak (melalui kuasa hukumnya Sdr. YE, SH) kepada PTPN VII (Persero).
Kelompok masyarakat itu melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata
ke Pengadilan Negeri Kalianda yaitu masing-masing Register Perkara
No.5/Pdt.G/1999/PN.KId dan Register No. 19/Pdt.G/1999/PN.Kld yang dalam
perjalanannya dimenangkan oleh Pihak PTPN VII (Persero). Ini berarti perkara
Perdata antara PTPN VII dengan masyarakat penuntut telah selesai dan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (ingkracht).

Setelah keluarnya putusan pengadilan tersebut, kemudian PTPN VII (Persero)
melalui pengacaranya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri
Kalianda agar dapat melaksanakan eksekusi. Permohonan didasarkan atas putusan
pengadilan sebagaimana disebutkan di atas melalui surat kuasa yaitu Surat Kuasa
Khusus No7.7/SKK/001/2003 dan No.7.7/SKK/02/2003 tanggal 14 Januari 2003).

Terakhir dalam surat No.77/D/77/2003 tanggal 1 Oktober 2003.

Sebelum melakukan eksekusi, pengadilan tentunya perlu melakukan upaya
mediasi kepada masyarakat. Namun, masyarakat tetap bersikeras bertahan di areal
lahan Afdeling Kalianda yang dipersengketakan. Melihat kondisi tersebut,

Pengadilan Negeri Kalianda kemudian menindaklanjuti permohonan dari PTPN



VII (Persero) tersebut dengan melaksanakan Aanmaning kepada masyarakat
penuntut. Aanmaning dilaksanakan berdasarkan pada Putusan Pengadilan No.
05/Pdt.G/1999/PN.K1d yang tertuang dalam berita Acara Aanmaing ke 1 tanggal
26 Maret 2003 dan Aanmaing ke 1I tanggal 9 April 2003. Putusan Pengadilan
No.19/Pdt.G/1999/PN.KId yang tertuang dalam Berita Acara Aanmaning ke 1

tanggal 27 Maret 2003 dan Aanmaing ke II tanggal 10 April 2003.

Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kalianda adalah langkah awal
sebelum melakukan eksekusi. Eksekusi yang akan dilakukan tidaklah semudah
yang dibayangkan, karena berhadapan dengan masyarakat banyak yang akan
berjuang mati-matian dalam memperjuangkan haknya. Melihat kondisi ini
Pengadilan Negeri Kalianda tidak berani mengambil resiko dan melakukan
tindakan eksekusi sendiri. Oleh karena itu, mereka berkoordinasi dengan pihak

kepolisian dan Pemkab Lampung Selatan.

Pada tahun 2000, Pengadilan Negeri Kalianda tidak jadi melakukan eksesuksi
terhadap masyarakat di areal lahan Afdeling Kalianda. Tindakan ini dilakukan
dengan pertimbangan kemanusiaan dan dampak yang ditimbulkan jika ekseskusi
benar-benar dilakukan. Selain itu masyarakat juga melakukan tindakan anarkis
dengan membakar kantor dan rumah karyawan PTPN VII (Persero), menguasai

dan menduduki lahan Afdeling Kalianda Unit Usaha Bergen.

Gagalnya upaya cksekusi oleh PTPN VII (Persero) dan Pengadilan Negeri
Kalianda tentunya membuat gembira masyarakat sehingga mereka tetap bertahan
dan menguasai lahan Afdeling Kalianda sejak tahun 2000 sampai pertengahan

tahun 2008. Melihat upaya yang dilakukan melalui jalur litigasi (peradilan)



mengalami kegagalan, maka PTPN VII mencoba upaya lain, yaitu melalui upaya
non litigasi. Upaya non litigasi disini adalah dengan melakukan
mediasi/musyawarah dengan masyarakat yang menguasai lahan Afdeling
Kalianda dengan perantara pihak ketiga (mediator). Kemudian PTPN VII
meminta bantuan ke Pemkab Lampung Selatan untuk dapat menjadi mediator
dalam permasalahan lahan Afdeling Kalianda ini. Selain itu PTPN VII (Persero)
juga telah menyiapkan dana tali asih untuk mengganti tanam tumbuh yang

dimiliki masyarakat selama ia menguasai lahan 4fdeling Kalianda.

Menanggapi hal itu, kemudian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
membentuk tim Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang
Pertanahan sampai dengan tingkat kecamatan dan desa. Tim yang dibentuk
bertugas untuk memfasilitasi dan mediasi antara PTPN VII (Persero) dengan
warga yang menguasai lahan Afdeling Kalianda. Selain itu PTPN VII (Persero)
juga meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi
Lampung dengan maksud agar upaya pendekatan kepada masyarakat dapat lebih
berdaya guna. Jaksa Pengacara Negara (JPN) disini diharapkan melakukan

pengawasan asset perusahaan PTPN VII sebagai BUMN.

Pada akhir Agustus 2008 terjadi gejolak di masyarakat yang menggarap lahan
Afdeling Kalianda. Warga yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan
pohon kelapa milik PTPN VII (Persero). Masyarakat menebang dan merusak
tanaman milik PTPN VII. Tanaman kelapa yang dirusak dan ditebang
diperkirakan berjumlah £+ 2.500 batang pada areal seluas = 25 Ha. Akibat dari

kejadian tersebut telah mengakibatkan rusaknya tanaman coklat = 10.000 batang
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yang berada/ditanam di antara pohon kelapa. Hal ini disebabkan belum adanya
kesepakatan antara dua pihak dan terhambatnya proses mediasi yang disebabkan

faktor-faktor yang tidak terduga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 14 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa “ kegiatan pelayanan
pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Hal ini kemudian dipertegas dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan hal ini diterjemahkan dengan membuat Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan dimana pada Pasal 2 ayat 4 disebutkan
bahwa urusan pertanahan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Adapun yang termasuk urusan
pelayanan pertanahan di Kabuapten Lampung Selatan meliputi : izin lokasi,
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan,
penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,
penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absente, penetapan tanah ulayat, pemamfaatan
dan penyelesaian masalah tanah kosong, izin membuka tanah dan perencanaan

penggunaan tanah wilayah daerah;
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Berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan serta sesuai dengan
prosedur penyelesaian yang diatur oleh Peraturan Perundangan, maka dibentuklah
sebuah Tim khusus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor
: 59/TAPEM/HK-LS/2008 Tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Tim
dan Sekretariat Tim Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Bidang Pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan. Tim ini mempunyai tugas
menginventarisasi dan mengidentifikasi pengaduan masyarakat di bidang
pertanahan serta memfasilitasi dan menjembatani setiap permasalahan tanah yang
ada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, baik itu antara individu dengan
individu, individu dengan perusahaan, individu dengan negara maupun perusahan

dengan negara dan sebagainya.

Salah satu sengketa tanah yang menonjol di Kabupaten Lampung Selatan adalah
sengketa tanah areal Afdeling Kalianda antara PTPN VII dan masyarakat 7 (tujuh)
desa di Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo. Sengketa tanah ini sebenarnya sudah
diupayakan penyelesaiannya melalui proses peradilan (litigasi) dan sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak berjalan efektif. Putusan
pengadilan sudah jelas, perkara ini dimenangkan oleh PTPN VII, namun

kenyataan di lapangan lahan areal Afdeling Kalianda dikuasai masyarakat.

Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan dengan cara litigasi
(peradilan), tetapi juga dapat diselesaikan dengan cara non litigasi (di luar proses
peradilan). Cara penyelesaian non litigasi ini ada beberapa metode, yaitu :

negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. (Sholih Mu’adi, 2010: 66). Metode
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penyelesaian non litigasi ini berbeda penerapannya , tergantung situasi, kondisi

dan tempat di mana sengketa tanah itu terjadi.

Melihat upaya penyelesaian dengan cara litigasi tidak berjalan maksimal, maka
PTPN VII mencoba cara penyelesaian dengan cara non litigasi melalui metode
mediasi. Proses penyelesaian dengan cara mediasi, pihak yang bersengketa
memerlukan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah. Pihak PTPN VII meminta
bantuan Pemkab Lampung Selatan sebagai mediator (pihak penengah). Pemkab
Lampung Selatan merespon permohonan PTPN VII dengan membentuk tim
penyelesaian masalah tanah. Tim ini diberi nama Tim Pembinaan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Tim
mempunyai tugas menginventarisasi dan mengidentifikasi pengaduan masyarakat
di bidang pertanahan serta memfasilitasi dan menjembatani setiap permasalahan
tanah yang ada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, termasuk sengketa

tanah antara PTPN VII dan masyarakat.

Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian
sulit, rumit dan berbelit-belit. Kira — kira demikianlah pendapat sebagian orang
sehingga muncul wacana bahwa upaya yang telah dilakukan sedapat mungkin
untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses ligitasi. Menghadapi suatu
sengketa para pihak yang berperkara khususnya pihak penggugat sebagai pihak
yang berinisiatif berperkara sedapat mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur
perdamaian, karena bagaimanapun juga penyelesaian perkara dengan jalur

perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
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Keuntungan lain penyelesaian dengan perdamaian adalah dari segi biaya, Biaya
yang akan dikeluarkan tentu akan lebih murah, karena tidak mengeluarkan biaya
yang terlalu banyak dan yang lebih penting lagi perdamaian akan mampu
memulihkan hubungan baik diantara pihak yang berperkara, Terlebih bila mana
para pihak yang berperkara tersebut adalah mereka yang nota bene sesama mitra
usaha yang memerlukan suasana hubungan yang bersifat kolegalitas, bisa
dibanyangkan apabila muncul persoalan diantara mereka kemudian diselesaikan
melalui proses persidangan yang pada akhirnya berakibat pada dua kubu menang
dan kalah. Hal ini tentunya akan berakibat pada pecahnya hubungan yang bersifat
kolegalitas diantara mereka. Demikian pula halnya hubungan baik antara keluarga
akan menjadi renggang bahkan putus, Manakala mereka dalam menyelesaikan
suatu sengketa misalnya adanya perebutan harta warisan, tanah dan lain-lain.
Untuk mencegah agar jangan sampai hubungan keluarga menjadi berantakan
hanya karena memperebutkan suatu hak seperti yang disebutkan dalam contoh
diatas, maka penyelesaian secara damai jauh lebih bermanfaat dibandingkan

sebaliknya.

Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk
meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada
pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan
dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu. Mediasi
dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara
menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang

tengah berlangsung.
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Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri
sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan. Namun itu
bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang
menjadi tantangan bagi mediator khususnya pihak ketiga untuk bisa memainkan
perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan

kemahirannya secara maksimal.

Berdasarkan pertimbangan diatas, mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga
pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan.
Hal ini karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak
berakhir manis. Fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu
gambaran betapa nestapa yang sering mengiringi para pihak yang berperkara. Satu
sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak
sesuai dengan nilai ekonomis barang yang diperebutkan dan di sisi lain bagi pihak
yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya
tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-
bentuk tindakan anarkis. Hal demikian tentulah bukan menjadi harapan kita,
karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas,
seperti antar kelompok, dampak buruk dari hal itupun tak ayal dapat terhindar,
putusnya jalinan silaturrahmi hubungan persaudaraan, kerugian moril dan materiil
adalah contoh akibat negatif dari persoalan di atas. Untuk itu, upaya preventif
dalam setiap upaya penyelesaian persoalan harus dikedepankan, mencegah

penyebab konflik berarti mencegah adanya kemudaratan.
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Demikian halnya dengan sengketa tanah antara PTPN VII dengan masyarakat di
Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo yang telah diproses di Pengadilan Negeri
Kalianda. Perkara ini secara garis besar mengambarkan sengketa tanah yang
terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Mengenai upaya
penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara mediasi. Penulis akan coba
deskripsikan kronologis kasus, identifikasi sumber sengketa dan efektivitas

penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa pada bab selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

13

Secara umum yang menjadi permasalahan dalam peneltian ini adalah:

Bagaimana Efektifitas Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa tanah

Afdeling Kalianda antara PTPN VII (Persero) dengan masyarakat oleh

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan?”

Secara khusus permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah
Afdeling Kalianda antara PTPN VII (Persero) dengan masyarakat?

2. Bagaimana efektivitas mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa tanah
Afdeling Kalianda antara PTPN VII (Persero) dengan masyarakat?

3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa
tanah Afdeling Kalianda secara mediasi antara PTPN VII (Persero) dengan

masyarakat di Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Mengetahui kronologis sengketa tanah Afdeling Kalianda antara PTPN VII
(Persero) dengan masyarakat di Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo;

Mengetahui langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelesaian sengketa tanah sehingga

dicapai kesepakatan.

. Mengetahui efektifitas mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa tanah

Afdeling Kalianda antara PTPN VII (Persero) dengan masyarakat oleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Kalianda dan
Sidomulyo;

Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa
tanah Afdeling Kalianda secara mediasi antara PTPN VII (Persero) dengan

masyarakat di Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.

Secara teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangan keilmuan terhadap ilmu pemerintahan, khususnya
dalam hal pelayanan kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa tanah,
Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi pemerintah
khususnya sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan lainnya dan
dapat dijadikan acuan jika terjadi sengketa tanah di masa yang akan datang.
Sebagai bahan acuan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai masalah

sengketa pertanahan.
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